HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan,
kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu
meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.*

Rumah Sakit adalah rumah tempat merawat orang sakit, menyediakan dan
memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan?

Menurut buku pedoman penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, Rumah Sakit
adalah semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
gawat darurat, tindakan medik, yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan
perorangan. World Health Organization (WHO), memberikan batasan tentang pengertian
rumah sakit adalah :

“Bagian menyeluruh atau integral dari organisasi sosial dan medis, berfungsi
memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap pada masyarakat, baik Kkuratif,
maupun rehabilitatif, dimana pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan
lingkungan, dan rumah sakit juga merupakan pusat latihan tenaga kesehatan serta
untuk penelitian bio-sosial.”

Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial,
kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah pertumbuhannya telah mengalami
perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang
prinsipal yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa. Rumah sakit
merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil-dalil etik medik
karena merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lapal sumpah medik yang
diikat oleh dalil-dalil hippocrates dalam melakukan tugasnya. Disamping itu dari segi hukum
sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-
hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik
masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukanny, maupun dalam
pelaksanaan akibatnya bila dilanggar.®

Dasar Hukum Rumah Sakit

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya
berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.
Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.3 Dalam
kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara,
mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

! Konsiderans UU No.44 Tahun 2009
2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka, Jakrta, 1995, him. 851
® Hermein Hadiati Koeswadji, Hukum untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 188
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Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan
bahwa :
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
menyatakan bahwa :
“ Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan
kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.”

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber
daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan
bahwa :
“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehata
menyatakan bahwa :
“Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan.”

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045
Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen
Kesehatan menyatakan bahwa :
Rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang
menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan
jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik,
dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan.

Dalam Keputusan Menteri kesehatan Rl No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki standar
pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal. Selain itu juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan
minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum. Standar Pelayanan minimal ini dapat
dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan
perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.



Asas dan Tujuan Rumah Sakit

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan

bahwa :
Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai
kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai
fungsi sosial.

Adapun tujuan penyelenggaraan rumah sakit adalah seperti dirumuskan dalam Pasal 3
Undang-undang Kesehatan, disebutkan bahwa :
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaraan, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat, bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,

penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk :

a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;

b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah
sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit;

c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan

d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah

sakit dan Rumah Sakit.

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang

Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit;

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang
paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan
dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu
pengetahuan bidang kesehatan.



Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
Rumah Sakit memiliki kewajiban diantaranya :

a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;

b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif
dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
Penjelasan:

Yang dimaksud dengan standar pelayanan rumah sakit adalah semua standar
pelayanan yang berlaku di rumah sakit, antara lain Standar Prosedur Operasional,
standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan.

c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan
pelayanannya;

d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;

e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan “pasien tidak mampu atau miskin” adalah pasien
yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan
korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
sebagai acuan dalam melayani pasien;

h. Menyelenggarakan rekam medis;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyelenggaraan rekam medis dalam ayat ini
adalah dilakukan sesuai dengan standar yang secara bertahap diupayakan mencapai
standar internasional

i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir,
ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia;

j. Melaksanakan sistem rujukan;

k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta
peraturan perundang-undangan;

I. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

n. Melaksanakan etika rumah sakit;



0. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
Penjelasan: Rumah Sakit dibangun serta dilengkapi dengan sarana, prasarana dan
peralatan yang dapat difungsikan serta dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan
keamanan, mencegah kebakaran/bencana dengan terjaminnya keamanan, kesehatan
dan keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan Rumah Sakit.

p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun
nasional;

g. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan prakttik kedokteran atau kedokteran gigi
dan tenaga kesehatan lainnya ;

r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
Penjelasan : Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital
bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan
staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka
menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan
tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf medis
Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical
Privilege).

s. Melindungi dan meberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam
melaksankan tugas; dan

t. Memberlakukan selururh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
Sedangkan hak rumah sakit diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Rumah sakit, yaitu:
a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi

Rumah Sakit;

b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;

d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;

g. Mempromosika layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan
sebagai Rumah Sakit pendidikan.



Jenis-jenis Rumah Sakit
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah
sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.

a. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit
umum dan rumah sakit khusus.
1) Rumah sakit umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis
penyakit; dan
2) Rumah sakit khusus, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis
penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit,
atau kekhususan lainnya.

b. Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan

rumah sakit privat

1) Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dan badan hukum yeng bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola
pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan
Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan menjadi Rumah sakit
privat.

2) Rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dikelola oleh badan hukum dengan tujuan
profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

Klasifikasi Rumah Sakit

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan,
rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan
kemampuan pelayanan rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2009 tentang rumah sakit yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit,
rumah sakit umum diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Rumah Sakit umum kelas A
Rumah Sakit umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima)
spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas)
subspesialis.

b. Rumah Sakit umum kelas B
Rumah Sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat)
spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar.

c. Rumah Sakit umum kelas C
Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat)
spesialis penunjang medik.



d. Rumah Sakit umum kelas D.
Rumah Sakit Umum kelas ¢ adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.

Klasifikasi rumah sakit khusus menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 340 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, rumah sakit khusus
terdiri dari rumah sakit kelas A, kelas B dan kelas C. Untuk fasilitas dan pelayanannya sama
dengan rumah sakit umum tetapi yang membedakan adalah pelayanan yang paling
diutamakan dalam rumah sakit.

Jenis rumah sakit khusus antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung,
Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi,
Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal,
Kulit dan Kelamin.

Rumah sakit secara garis besar dibagi dua, yaitu rumah sakit swasta dan rumah sakit
pemerintah. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta atau
non pemerintah, yaitu beberapa orang (persoon) sepakat untuk mendirikan badan hukum
(rechtpersoon) dan badan hukum ini melakukan kegiatan dalam bidang pendirian dalam
menjalankan rumah sakit. Rumah sakit pemerintan memiliki arti yaitu rumah sakit yang
didirikan oleh pemerintah yang peraturannya sudah diatur dalam perundang-undangan.*
Adapun bentuk badan hukum rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta lazimnya
digunakan oleh yayasan (stichting).’

Hubungan hukum yang timbul antara rumah sakit dan pasien
Hubungan hukum yang timbul antara rumah sakit dan pasien dalam hukum perdata
menghasilkan dua macam perjanjian, yaitu:®

a. Perjanjian pelayanan medis, ketika terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien
bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk
menyembuhkan pasien melalui tindakan medis (ispanning verbintenis).

b. Perjanjian perawatan, ketika terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa
pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan tempat tenaga perawat melakukan
asuhan keperawatan.

* Kusuma Endang, Transaksi Terapeutik Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2009, hlm. 53

> Iskandar Dalmy, Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, him. 7

® Ta’adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, him. 28
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Pihak rumah sakit dalam perjanjian perawatan berperan secara langsung untuk
memenuhi keinginan pasien dalam hal ruang perawatan dan perlengkapan yang diperlukan
pasien selama proses pelayanan medis berlangsung di rumah sakit. Dalam perjanjian
pelayanan medis, rumah sakit tidak berperan secara langsung melakukan tindakan medis,
tetapi yang berperan adalah dokter yang telah ditunjuk oleh rumah sakit untuk memberikan

tindakan medis kepada pasien.

Perjanjian pelayanan medis tersebut sering disebut dengan istilah transaksi terapeutik.
Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dua subjek hukum yang saling
mengikatkan diri didasarkan atas sikap saling percaya.

== END THIS SESSION ==



